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PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERSYARATAN DASAR
PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang

Mengingat

2 |

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan penerbitan
persyaratan dasar dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati;

bahwa Peraturan Bupati Nomor Rembang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum
mengatur mengenai Pendelegasian Wewenang Penerbitan
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rembang;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi hanya dapat
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang
dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang
Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023




Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

L1;

12.

13.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Pendelegasian Wewenang Penerbitan Persyaratan Dasar
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang.

Persyaratan Dasar tersebut diktum KESATU meliputi:
1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;



KETIGA

KEEMPAT

2. Persetujuan Lingkungan; dan
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik

Fungsi.

Penerbitan Persyaratan Dasar tersebut diktum KEDUA sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Agushis 2025

BANG,

RNO



